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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan dengan Bapak AKBP. Eko Kurniawan, S.H., M.Kn. 

selaku Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan 

Masyarakat Polda Jateng 

1. Apa yang dimaksud dengan netralitas dari perspektik kepolisian? 

2. Apa-apa saja unsur dari netralitas kepolisian? 

3. Bagaimana tugas dan kewenangan kepolisian dalam menjaga netralitas 

terhadap kegiatan politik? 

4. Bagaimana kewenangan dan peran dari kepolisian terhadap 

pelaksanaan pemilihan umum, yakni kepala daerah? 

5. Bagaimana bentuk netralitas kepolisian jawa tengah terhadap 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah? 

6. Bagaimana kewenangan dari kepala kepolisian dalam menjaga dan 

menjamin netralitas kepolisian jawa tengah terhadap pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah? 

7. Bagaimana Kepolisian Jawa Tengah memastikan bahwa proses 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak berpihak kepada salah satu 

kandidat atau partai politik? 

8. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam 

memastikan setiap anggota kepolisian menjalankan tugas serta menjaga 

netralitas dalam kegiatan politik atau sosial, terkhususnya dalam 

Pemilihan Kepala Daerah? 

9. Apakah dari Polda Jawa tengah memiliki kode etik tersendiri terhadap 

anggota kepolisian dalam menjaga netralitas atau ketidakberpihakan 

kepolisian terhadap kegiatan politik? 

10. Apakah di Polda Jawa Tengah terdapat kasus polisi yang melanggar 

netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum maupun 

Pemilihan Kepala Daerah? 

11. Bagaimana Langkah dari Polda Jawa Tengah mengatasi dan menangani 



 

kasus keterlibatan salah satu polisi yang tidak netral dalam kegiatan 

politik?



 

 

12. Bagaimana sinergitas Kepolisian Jawa Tengah terhadap penyelenggara 

Pemilihan Kepala Daerah dalam menjaga netralitas dan keamanan 

pemilihan? 

13. Bagaimana sinergitas dari Kepolisian Jawa Tengah terhadap 

masyarakat sipil dalam menjamin netralitas dan ketertiban dalam 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah? 

14. Apa saja hambatan atau kendala dari Polda Jawa Tengah dalam 

menjaga netralitas atau ketidakberpihakan kepolisian Jawa Tengah 

kepada pasangan calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala 

Daerah? 

15. Bagaimana solusi dari Polda Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan 

dalam menjaga netralitas atau ketidakberpihakan kepolisian Jawa 

Tengah kepada pasangan calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Kepala Daerah?
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